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ABSTRAK 

Permasalahan mengenai masih kurangnya akses dan minat dikalangan remaja dalam 
pengurusan Kartu Tanda Penduduk membuat masih banyaknya kalangan remaja yang 
sudah memasuki usia wajib memiliki KTP di Kabupaten Bandung masih belum 
memiliki Kartu Tanda Penduduk. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan 
administrasi kependudukan guna pemerataan kepemilikan KTP tersebut di kalangan 
remaja terutama pelajar Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung 
membuat sebuah inovasi program yang disebut Dukcapil Goes to School. Berdasarkan 
pada hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keberhasilan inovasi 
Dukcapil Goes to School sebagai Langkah mempercepat pemerataan data kependudukan 
di Kabupaten Bandung bagi kalangan pelajar. Kemudian dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui 
strategi pengumpulan data dokumen. Maka berdasarkan hasil penelitian dapat ditinjau 
memalui 5 atribut inovasi menurut teori Rogers, yaitu Keuntungan Relatif, Kesesuaian, 
Kerumitan, Kemungkinan dicoba, dan Kemudahan diamati diketahui bahwa Inovasi 
Dukcapil Goes to School ini berjalan dengan baik dan mampu menunjang dan 
mempercepat pelayanan administrasi kependudukan terutama KTP Elektronik dan 
Aktivitasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi kalangan pelajar di Kabupaten 
Bandung. 

 
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi, Goes to School 
 
PENDAHULUAN 

Pada dasarnya konteks dalam 
bernegara bertujuan untuk 
memberikan kesejahteraan 
kehidupan kepada warga negara 
dan dalam hal ini masyarakat 
sebagai warga negara wajib 
mendapatkan kehidupan yang 
sejahtera yang telah disediakan oleh 
negara melalui berbagai akses 

pelayanan menuju kesejahteran baik 
itu berupa pelayanan kesehatan, 
ekonomi, pendidikan, dokumen 
kependudukan dan lainnya. 

Sebagai negara, Indonesia juga 
sudah selayaknya mampu 
memberikan berbagai Pelayanan 
kepada masyarakat yang tentunya 
dalam hal ini pelayanan yang 
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dimaksud adalah pelayanan yang 
accessible, efisien serta inovatif 
terutama dalam mengatasi 
permasalahan kesejahteraan bagi 
Masyarakat di era globalisasi seperti 
sekarang ini. Kemudian salah satu 
dari berbagai jenis pelayanan 
tersebut adalah pelayanan 
administrasi kependudukan. 
Dimana pelayanan administrasi ini 
menjadi tulang punggung bagi 
fungsi negara dalam mengelola data 
kependudukan dan menyediakan 
layanan publik lainnya yang efisien. 

Dokumen kependudukan atau 
lebih sering disebut sebagai KTP 
(Kartu Tanda Penduduk) 
merupakan salah satu bentuk 
identitas bernegara yang harus 
dimiliki oleh setiap warga negara. Di 
Indonesia sendiri tertera dalam 
(Undang-undang (UU) Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, 2006) yang 
menyebutkan bahwa setiap warga 
negara yang sudah menginjak usia 
17 tahun wajib memiliki Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) sebagai 
legalitas terhadap 
kewarganegaraannya. Selain itu, 
Undang-Undang tersebut juga 
mengantur mengenai kepemilikan 
KTP setiap warga negara yang hanya 
diperbolehkan memiliki satu 
identitas saja yang kemudian 
nantinya akan menjadi dasar dalam 
pembentukan berbagai dokumen 
administrasi lainnya dalam 
menunjang kesejahteraan 
masyarakat. 

Mengingat begitu pentingnya 
identitas KTP ini bagi warga 
Masyarakat dalam mengakses 
pelayanan kesejahteraan. Sudah 
sepantasnya bahwa setiap warga 

negara wajib memiliki KTP sebagai 
bentuk upaya dalam mengakses 
kesejateraan tersebut. Akan tetapi, 
pada kenyataannya sebagaimana 
dikutip dalam laman (Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Bontang, 2023) sekitar 
23.475.000 orang 
penduduk Indonesia dinyatakan 
belum memiliki Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) yang tentunya hal 
ini menunjukan masih belum 
adanya pemerataan akses dokumen 
kependudukan bagi beberapa 
kalangan di Indonesia terutama 
Kalanga remaja Indonesia yang baru 
menginjak usia 17 tahun. 

Permasalahan-permasalahan 
mengenai belum meratanya akses 
dokumen kependudukan terhadap 
kalangan remaja tersebut juga terjadi 
di Jawa Barat khususnya di 
Kabupaten Bandung sebagai mana 
terlihat pada tabel di bawah ini:  
 

Tabel 1. Jumlah Penduduk 
Berdasarkan Kepemilikan KTP 

 
Sumber:  (Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bandung, 2023) 

 
Terlihat pada tabel di atas, dari 

jumlah penduduk wajib KTP 
Kabupaten Bandung tahun 2023 
yang tercatat 2.656.783 jiwa 
sebanyak 55.960 jiwa masih belum 
memiliki KTP yang dimana rata-rata 
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dari data 55.960 jiwa yang belum 
memilki KTP tersebut merupakan 
Kalangan remaja atau pelajar 
(Abdalloh, 2023), padahal jumlah 
jiwa tersebut seharusnya sudah 
harus memiliki KTP sebagai bukti 
tanda kependudukan yang sah 
sebagai warga negara. Hal ini 
tentunya disebabkan oleh beberapa 
faktor diantaranya, pertama masih 
adanya kendala dalam mobilisasi 
pelayanan, dimana hal ini terlihat 
dari jumlah ketidak pemilikan Wajib 
KTP terutama di Kecamatan 
Pangalengan, Paseh, Solokan jeruk 
dan Baleendah yang notabennya 
berada jauh dari kantor Disdukcapil 
Kabupaten Bandung. 

Kedua masih minimnya minat 
dan keinginan kalangan remaja 
dalam mengurus KTP mereka 
masing-masing yang tentunya masih 
disibukan dengan kegiatan sekolah 
yang harus mereka tempuh 
ditambah dengan masih adanya 
stigma dari kalangan remaja 
mengenai ketidaktahuan mereka 
dalam mengurus KTP mereka 
masing-masing yang tentunya 
berdampak pada kesenjangan antara 
layanan yang tersedia dengan 
kebutuhan serta preferensi mereka 
sebagai warga negara. Hal ini 
terlihat dari grafik kepemilikan 
wajib KTP selama 5 tahun terakhir di 
kabupaten seperti di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Grafik Jumlah Penduduk 
Berdasarkan Wajib KTP Selama 5 

tahun Terakhir di Kabupaten 
Bandung 

 
Sumber: (Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bandung, 2023) 

 
Terlihat dalam gambar grafik 

di atas sejak tahun 2018 sampai 2022 
peningkatan terhadap kepemilikan 
wajib KTP di Kabupaten Bandung 
masih terbilang tidak menunjukan 
peningkatan yang signifikan. 
Terutama apabila kita telaah pada 
tahun 2023 sebagaimana tabel 1 (satu) 
sebelumnya jumlah kepemilikan 
wajib KTP di Kabupaten Bandung 
menunjukan jumlah 2.656.783 jiwa 
yang apabila kita bandingkan 
dengan tahun 2022 kepemilikan 
wajib KTP di Kabupaten Bandung 
menunjukan angka 2.671.083 yang 
menunjukan adanya penurunan 
kepemilikan KTP di Kabupaten 
Bandung. 

Hal tersebut tentunya 
berdasarkan pada adanya kematian 
ataupun kepindahan Masyarakat 
yang mememiliki KTP di Kabupaten 
Bandung ke domisi lain, akan tetapi 
hal ini kembali menunjukan bahwa 
pada dasarnya masih kurangya 
minat/keinginan dan pengetahuan 
Masyarakat di Kabupaten Bandung 
terutama kalangan remaja dalam 
mengurus administrasi 
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kependudukan mereka sendiri yang 
ditandakan dengan tidak adanya 
peningkatan kepemilikan KTP di 
Kabupaten Bandung pada tahun 
2023. 

Selanjutnya, dalam 
menindaklanjuti sekaligus 
mempercepat mengatasi 
permasalahan-permasalahan perihal 
pelayanan administrasi khususnya 
pembuatan KTP dikalangan remaja 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bandung membuat inovasi berupa 
program jemput bola yang disebut 
dengan Dukcapil Goes to School. 
Dimana dalam pelaksanaan 
program ini Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bandung secara langsung 
mendatangi sekolah-sekolah 
menengah atas (SMA) ataupun 
Sekolah sederajat lainnya dengan 
sistem jemput bola, dimana Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bandung akan secara 
langsung datang melayani 
pembuatan KTP Elektronik bagi 
siswa dan siswi SMA sederajat yang 
sudah menginjak umur 17 tahun 
dalam pelayanan pembuatan KTP 
Elektronik disekolah mereka 
masing-masing. 

Inovasi program ini tentunya 
digadangkan sebagai program yang 
dianggap mampu memberikan 
percepatan pelayanan dalam hal 
pemerataan dokumen 
kependudukan di Kabupaten 
Bandung terutama bagi kalangan 
remaja sekolah yang sudah berusia 
17 tahun. Program ini juga tentunya 
diharapkan dapat memberikan 
dampak positif signifikan terutama 
dalam mengatasi permasalahan 

pemerataan dokumen 
kependudukan bagi kalangan 
remaja sebagaimana telah 
disebutkan di atas. Selain itu, 
Dengan adanya "Dukcapil Goes to 
School," ini diharapkan akan tercipta 
lingkungan yang lebih inklusif dan 
aksesibel bagi anak muda untuk 
mendapatkan pelayanan 
administrasi kependudukan. 
Pendekatan ini juga diharapkan 
dapat meningkatkan kesadaran akan 
pentingnya memiliki identitas resmi 
serta memudahkan proses 
pendataan kependudukan bagi 
generasi muda yang masih dianggap 
terlalu susah terlebih di dukung oleh 
susahnya waktu bagi kalangan 
remaja dalam mengurus dokumen 
kependudukan masing-masing 
dikarenakan akan menggagu 
efektifitas sekolah mereka. 

Berdasarkan pada hal tersebut, 
peneliti dalam hal ini ingin menilai 
sejauh mana inovasi Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bandung dalam program 
Dukcapil Goes to School dapat 
memberikan manfaat. Serta, sejauh 
mana inovasi program tersebut juga 
dapat mengatasi permasalahan 
pelayanan administrasi khususnya 
kependudukan bagi kalangan 
remaja atau dalam hal ini pelajar di 
Kabupaten Bandung dalam 
mendapatkan akses pemerataan 
dokumen kependudukan. 

 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Pelayanan Publik 

Pelayanan Publik dalam 
pengertiannya sebagaimana dikutip 
dari (Lembaga Administrasi Negara 
Republik Indonesia, 2000) 
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disebutkan sebagai perwujudan dari 
fungsi aparatur negara sebagai abdi 
masyarakat disamping sebagia abdi 
negara. Kemudian dalam pengertian 
lain menurut Lopes dalam 
(Widiyaningrum, 2022) pelayanan 
publik diartikan sebagai pemberian 
pelayanan (melayani) keperluan 
orang lain atau Masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada 
organisasi sesuai dengan aturan 
pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan. 

Dari kedua pengertian tersebut 
terdapat dua perbedaan dimana 
dalam pengertian pertama 
pelayanan publik diartikan sebagai 
perwujudan fungsi aparatur negara 
sedangkan berdasarkan pengertian 
yang kedua diartikan sebagai proses 
pelayanan secara umum. Kendati 
pengertian tersebut memiliki 
perbedaan, kedua pengertian 
tersebut juga pada dasarnya 
merujuk kepada hal yang sama yaitu 
bahwa pelayanan publik ditujukan 
pada proses pelayanan terhadap 
keperluan Masyarakat yang 
tentunya dalam lingkup penelitian 
ini merujuk kepada pelayanan 
administrasi yang diberikan oleh 
Dinas Pencatatan Kependudukan 
dan Sipil Kabupaten Bandung dalam 
pendataan administrasi berupa KTP 
yang merupakan lembaga negara. 

Dimana hal tersebut juga 
sejalan dengan pengertian yang 
dikemukakan oleh Hadi Syarifudin 
dalam (Kurniawan, 2016) yang 
menyatakan bahwa Pelayanan 
publik oleh Lembaga Administrasi 
Negara diartikan sebagai segala 
bentuk kegiatan pelayanan umum 
yang dilaksanakan oleh Instansi 

Pemerintah di Pusat, di Daerah dan 
di lingkungan Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah dalam bentuk 
barang dan atau jasa baik dalam 
rangka upaya kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Maka 
berdasarkan pada hal tersebut, 
peneliti menyimpulkan bahwa 
pelayanan publik dapat diartikan 
sebagai sebuah kegiatan pelayanan 
terhadap Masyarakat dalam upaya 
untuk memberikan atau 
menyelesaikan keperluan, 
permasalahan dan kebutuhan yang 
ada pada Masyarakat.  

 
Inovasi 

Inovasi merupakan kata dari 
Bahasa latin “Innovare” yang artinya 
berubah sesuatu menjadi yang baru 
(Noor, 2017).  Dalam pengertian lain 
juga secara singkat menurut Ellitian 
dan Anatan dalam (Sari, 2014) 
inovasi diartikan sebagai perubahan 
yang dilakukan dalam organisasi 
yang mencakup kreatifitas dalam 
menciptakan produk baru, jasa, ide, 
atau proses baik yang sudah ada 
dalam organisasi maupun 
berkembang dari luar organisasi. 

Dalam dua artian tersebut 
sejatinya sudah bisa dikatakan 
bahwa memang pada dasarnya 
inovasi merupakan sebuah sesuatu 
yang merujuk kepada pembaharuan 
sebagai sarana solutif yang kreatif 
terhadap permasalahan dan peluang 
yang ada untuk lebih 
memakmurkan kehidupan. 

Kemudian dalam penilaian 
mengenai bagaimana sebuah ide 
dapat dikatakan inovatif rogers 
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dalam (Rayhan Surya Putra, 2023) 
menyebutkan terdapat 5 atribut 
inovasi yang berhubungan secara 
empiris tetapi secara konseptual 
berbeda, yaitu: 

1. Relative advantages atau 
keuntungan relatif. 
Relative advantages atau 

keuntungan relatif adalah sejauh 
mana inovasi yang ada dianggap 
lebih baik dari pada ide yang 
digantikannya. Sebuah   inovasi 
harus memiliki nilai lebih dan 
keunggulan dibandingkan dengan 
inovasi sebelumnya. 

2. Compatibility atau kesesuaian 
Compatibility atau kesesuaian 

adalah sejauh mana inovasi 
dianggap berkelanjutan dengan 
nilai-nilai yang ada, atau keadaan 
sebelumnya, dan dengan kebutuhan 
yang ada Dalam hal ini, seharusnya 
inovasi yang ada tidak terlepas 
dengan inovasi sebelumnya, agar 
ide-ide yang lama tetap ada dan 
tidak hilang begitu saja. 

3. Complexity atau kerumitan 
Complexity atau kerumitan 

adalah sebuah ukuran dimana 
inovasi dianggap sulit untuk 
digunakan dan dipahami Tingkat 
kerumitan yang lebih tinggi bisa kita 
jumpai di inovasi yang baru 
daripada inovasi sebelumnya. 

4. Triability atau kemungkinan 
dicoba 
Triability atau kemungkinan 

dicoba merupakan ukuran dimana 
inovasi dapat diuji secara terbatas 
Keuntungan dan nilai tambah 
sebuah inovasi dapat kita lihat dari 
pengujian dan percobaan yang 
dimiliki inovasi itu sendiri. 

5. Observability atau kemudahan 
diamati 

Observability merupakan 
tingkat dimana hasil inovasi tersebut 
bisa dilihat oleh orang lain. Orang 
lain dapat dengan mudah untuk 
mengamati, memahami, dan 
mengkomunikasikan dengan orang 
lain mengenai beberapa inovasi yang 
ada. Inovasi yang ada perlu untuk 
diamati dan dicermati bagaimana ia 
dapat menghasilkan hasil yang lebih. 

Berdasarkan penjelasan di atas 
dapat disimpulkan bahwa inovasi 
adalah kemampuan 
mengaplikasikan solusi yang kreatif 
terhadap permasalahan dan peluang 
yang ada untuk lebih 
memakmurkan kehidupan 
masyarakat. Jadi inovasi adalah 
melakukan sesuatu yang baru. 
Dengan inovasi tersebut 
transformasi pelayanan publik yang 
diberikan kepada masyarakat 
haruslah berdasar pada produk baru 
berupa ide atau proses yang baik 
yang sudah ada dan dikembangkan 
Kembali ataupun hasil modifikasi 
dari produk pelayanan yang sudah 
ada. 
 
METODE PENELITIAN 

Dalam penopang penelitian ini, 
peneliti menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Dimana 
menurut (Nilamsari, 2014) metode 
penelitian kualitatif adalah metode 
yang digunakan untuk mengungkap 
permasalahan dalam kehidupan 
kerja organisasi pemerintah, swasta, 
kemasyarakatan, kepemudaan, 
perempuan, olah raga, seni dan 
budaya, dan lain-lain sehingga dapat 
dijadikan sebagai suatu kebijakan 
demi kesejahteraan bersama. 
Penggunaan metode penelitian 
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kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif ini bertujuan untuk 
memenuhi keinginan peneliti untuk 
mendapatkan gambaran dan juga 
penjelasan mengenai fenomena yang 
diteliti secara deskriptif atau teks 
secara baik dan tepat yang tentunya 
dalam hal ini mengenai inovasi 
pelayanan administrasi yang 
diberikan oleh Dinas Pencatatan 
Kependudukan dan Sipil Kabupaten 
Bandung. 

Adapun kemudian dalam 
strategi pengumpulan data, 
penelitian ini menggunakan metode 
Dokumen. Dimana menurut burgin 
dalam (Nilamsari, 2014) metode 
dokumen merupakan salah satu 
metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam metodologi 
penelitian sosial untuk menelusuri 
data secara historis. Dimana 
tentunya dalam penelitian ini 
dokumen yang dimaksud adalah 
Tulisan, gambar atau karya jejak 
digital baik itu milik pemerintah, 
swasta ataupun lainnya yang 
keabsahan dan sumbernya dapat 
dipertanggung jawabkan. 

 
PEMBAHASAN 

Sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya, bahwa pada dasarnya 

inovasi merupakan sebuah Solusi 

kreatif dalam pemecahan sebuah 

permasalahan. Dukcapil Goes to 

School yang merupakan program 

kebaharuan yang dilakukan oleh 

Disdukcapil Kabupaten Bandung 

dalam memberikan pelayanan 

administrasi kependudukan 

khususnya untuk pelajar yang 

memasuki usia 17 melalui pelayanan 

secara langsung dengan datang ke 

sekolah-sekolah yang ada di 

kabupaten Bandung. Program ini 

tentunya digadangkan sebagai 

bentuk inovasi dalam proses 

pelayanan publik dan untuk 

mengalaisis sejauh mana Dukcapil 

goes to School ini berjalan, peneliti 

akan menilai inovasi tersebut 

melalui penilaian atribut inovasi 

menggunakan focus Relative Advantage, 

Compatibility, Complexity, Triability, 

dan Observability. 

1. Relative advantages atau 
keuntungan relatif. 
Relative advantages atau keutungan 

relatif ini merujuk kepada dampak 
positif terhadap keharusan inovasi 
yang diberikan oleh pemerintah 
dalam hal ini berupa pelayanan 
administrasi yang diberikan oleh 
Disdukcapil Kabupaten Bandung 
dalam pelayanan administrasi 
kependudukan bagi kalangan 
pelajar. Dampak positif yang 
dimaksud dalam hal ini adalah 
keuntungan secara ekonomis, 
kenyamanan terhadap pengguna 
layanan dan fisiensi, kecepatan dan 
kemudahan dalam bekerja. 

Merujuk pada hal tersebut, 
pertama dalam konteks keuntungan 
secara ekonomis, kenyaman, fisiensi 
dan kecepatan. Program ini pada 
dasarnya memang diagendakan 
sebagai bentuk program jemput bola 
dimana disdukcapil secara langsung 
akan mendatangi sekolah-sekolah 
yang berada di wilayah kabupaten 
bandung sebagaimana dikutip dari 
laman (Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bandung, 2024) yang menuliskan 
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bahwa program dukcapil Goes To 
School ini merupakan program yang 
berkolaborasi dengan sekolah 
dengan sistem jemput bola bagi 
pelajar yang kemudian dalam hal ini 
merujuk kepada kenyaman dan 
fisien pelajar dalam mendapatkan 
pelayanan administrasi terlebih 
ketika proses pembuatan E-KTP 
sudah selesai dibuat, Dukcapil 
Kabupaten Bandung akan secara 
langsung mengantarkan KTP yang 
sudah tercetak ke sekolah masing-
masing yang tentunya merupakan 
sebuah hal efisien bagi pelajar 
karena tidak perlu repot-repot 
datang langsung ke kantor Dukcapil 
Kabupaten Bandung. 

Kemudian pelayanan ini juga 
dilakukan secara gratis dan mudah 
diakses karena memang berada di 
lingkungan sekolah masing-masing 
serta tidak terlalu mengerluarkan 
banyak biaya terutama dalam 
transportasi bagi pelajar, dimana hal 
ini juga dituliskan oleh salah satu 
pengguna program yang merupakan 
pelajar dengan mengatakan bahwa 
“saya dan kawan merasa terbantu 
dengan adanya layanan Goes to 
School ini," Fauziah dikutip dari 
(Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bandung, 2024). 

Selanjutnya terakhir dalam hal 
kecepatan dan kemudahan bekerja. 
Tentunya dalam hal ini dalam proses 
pelaksananya Dukcapil Kabupaten 
Bandung juga telah menyediakan 
berbagia fasilitas yang sesuai yang 
mudah untuk bawa ke sekolah-
sekolah yang tentunya 
memudahkan dan mempercepat 
Dukcapil dalam mendata 

kependudukan para pelajar di 
sekolah. 

Gambar 2. Fasilitas Pendukung 
Pelayanan Dukcapol Goes to School 

 
Sumber: Instagram Disdukcapil Kabupaten 

Bandung, 2024 

Terlihat memang dalam 
pengadaan fasilitas dalam 
menunjang kemudahan dan 
kecepatan bekerja dukcapil 
Kabupaten Bandung tidak 
memerlukan begitu banyak alat 
hanya berupa laptop dan kamera 
saja sebagai alat pendukung. Selain 
pada fasilitas pendataan terhadap 
siswa yang sudah memasuki umur 
17 tahun juga ini dibantu oleh pihak 
sekolah untuk memobilisasi pelajar 
agar Ketika pelaksanaan program 
tidak ada pelajar yang tertinggal dan 
semuanya dapat mendapatkan akses 
yang sama pada pelayanan 
administrasi. 

Maka dari itu berdasarkan pada 
keuntungan/dampak positif yang 
didapat oleh program Dukcapil Goes 
to School ini bisa dikatakan cukup 
banyak dan baik apabila dilihat dari 
segi ekonomis, kenyamanan 
terhadap pengguna layanan, 
efisiensi, kecepatan dan kemudahan 
dalam bekerja dalam pemberian 
pelayanan kependudukan bagi 
pelajar di Kabupaten Bandung. 
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2. Compatibility atau kesesuaian 
Compatibilty atau kesesuain dalam 

hal ini roger dikutip dari (Rayhan 
Surya Putra, 2023) menyebutkan 
bahwa Compatibilty berkaitan 
dengan nilai keberlanjutan yang 
kemudian disesuaikan dengan 
kebutuhan yang ada pada kondisi 
sekarang. Apabila dikutip dari 
laman (Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kementerian dalam Negeri Republik 
Indonesia, 2022) program Dukcapil 
Goes to School ini merupakan bagian 
dari program jemput bola yang 
sudah dilaksanakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bandung untuk 
menindak lanjuti permasalahan 
mobilitas akses layanan 
kependudukan pada masa Covid-19. 

Program jemput bola ini pada 
awalnya dilaksanakan sebagai 
upaya Dukcapil dalam memberikan 
pelayanan terhadap warga 
masyarakat khususnya di desa-desa 
yang terkedala akses dengan 
mendatangi desa-desa secara 
langsung dan memberikan 
pelayanan administrasi yang 
dibutuhkan.  Adapun kesesuain 
dalam pembaharuan kali ini adalah 
mengenai sasaran pelayanan yang 
lebih di kerucutkan dari masyarakat 
umum menjadi pelajar sekolah yang 
sudah memasuki usia 17 tahun agar 
dapat terdata secara kependudukan 
dengan memberikan pelayanan 
berupa pembentukan KTP 
Elektronik dan Aktivitasi Identitas 
Kependudukan Digital (IKD) (Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Bandung, 2024). 
Berdasarkan hal tersebut apabila 

merujuk kepada aspek keberlanjutan 
dan kesesuain maka program 
Dukcapil Goes to School ini sudah bisa 
dikatakan sudah berjalan dengan 
baik. 
3. Complexity atau kerumitan 

Complexity atau kerumitan dalam 
hal ini merujuk kepada kerumitan 
dan kendala dalam pelaksanaan 
kegiatan, yang dalam hal ini 
merujuk kepada faktor-faktor 
penghambat dalam proses 
pelaksanaan kegiatan Dukcapil Goes 
to School oleh Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bandung. 

Sejauh berjalannya program ini, 
ada beberapa pertimbangan 
mengenai indikasi akan adanya 
kendala yang bisa menjadi 
penghambat dalam proses 
berjalannya program dukcapil Goes 
to School seperti akses internet, 
antusiasme, fasilitas dan 
keterbukaan sekolah dalam 
kerjasama pelaksanaan program. 

Akan tetapi pada praktiknya, 
kendala yang dihawatirkan tidak 
terjadi, akses internet bisa berjalan 
dengan baik dengan adanya bantuan 
melalui fasilitas internet yang 
disediakan oleh sekolah. Begitu juga 
antusiasme dari pengguna layanan 
dalam hal ini pelajar juga yang 
cukup tinggi sebagaimana dikutip 
dalam dalam (Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Bandung, 2024) yang dituliskan 
bahwa “Kegiatan jemput bola ini 
disambut antusias oleh para pelajar”. 
Kemudian perihal keterbukaan dari 
pihak sekolah, apabila merujuk 
kepada beberapa laman berita baik 
itu dari situs pemerintahan ataupun 
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laman media sosial resmi 
pemerintahan terutama Dukcapil 
Kabupaten Bandung dalam proses 
pelaksanaan kegiatan Dukcapil Goes 
to School ini selalu diterima dengan 
baik hal ini terlihat dari tahun 2022 
sampai dengan 2024 ini kegiatan 
selalu berjalan dengan baik di 
berbagai sekolah di wilayah 
Kabupaten Bandung seperti di 
SMAN 1 Banjaran, SMK KP 
Baleendah, SMAN 1 Dayeuhlolot, 
SMA Telkom dan masih banyak lagi. 

Maka berdasarkan hal tersebut 
jadinya kendala atau faktor 
penghambat dalam kegiatan 
Dukcapil  Goes to School Kabupaten 
Bandung ini tidak terlalu 
mendapatkan permasalahan dan 
mampu berjalan dengan baik. 
4. Triability atau kemungkinan 

dicoba 
Triability atau kemungkinan 

dicoba dalam indikator penilaian ini 
Roger dalam (Rayhan Surya Putra, 
2023) menyebutkan bahwa Triability 
yang dimaksud adalah mengenai 
penguji cobaan program secara 
terbatas untuk melihat proses 
berjalannya program inovasi. Dalam 
hal ini sebagaimana telah disebutkan 
sebelumnya program Dukcapil  Goes 
to School ini merupakan program 
lanjutan dari program sebelumnya 
yaitu Jemput Bola di desa-desa 
dalam memberikan pelayanan 
secara langsung kepada masyarakat. 
Penguji cobaan program melalui 
program awal jemput bola ini dinilai 
berjalan sangat baik dan berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan 
sebagaimana ditulis dalam laman 
(Majalah Hibar, 2023) yang 
menyatakan bahwa Dukcapil 
Kabupaten Bandung mendapatkan 

nilai “Sangat Baik” melalui beberapa 
program seperti ADM dan Jemput 
Bola. 
5. Observability atau kemudahan 

diamati 
Observability atau kemudahan 

diamati, dalam hal ini merujuk 
kepada hasil inovasi tersebut dalam 
terlihat oleh orang lain dengan 
penilaian dapat diamati, dipahami, 
dan di komunikasikan dengan orang 
lain mengenai inovasi yang ada. 

Dalam hal ini Dukcapil pada 
setiap kegiatannya selalu 
menginformasikan pelayananya 
melalui laman resmi milik Dukcapil 
Kabupaten Bandung ataupun  media 
soal resmi milik Dukcapil Kabupaten 
Bandung. 
Gambar 3. Contoh Berita mengenai 

kegiatan Dukcapil Goes to School 
 

  
Sumber: media sosial Dukcapil Kab. 

Bandung (kiri) & Laman Resmi 
Dukcapil Bandungkab (kanan) 

 
Dengan Adanya pemanfaatan 

media sosial baik berupa website 

ataupun media sosial seperti 

Instagram tentunya membantu 

Dukcapil dalam menunjukan hasil 

dan sosialiasi atas kegiatan Dukcapil 

Goes to School yang akan dilakukan 

agar dengan mudah diamati, 

dipahami, dan di komunikasikan 

kepada pihak lain mengenai 

pelaksanaan kegiatan. Selain itu, 
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sebelum pelaksanaan kegiatan 

biasanya Duckcapil Kabupaten 

Bandung akan melakukan sosialisasi 

awal kepada pelajar melalui pihak 

sekolah agar pada saat kegiatan 

berlangsung pelajar yang sudah 

memasuki usia 17 tahun dapat ikut 

serta dan tak lupa membaca Kartu 

Keluarga (KK) sebagai syarat dalam 

perekaman E-KTP yang akan 

dilakukan. 

 

 
PENUTUP 

Dari penjabaran pada bagian 
pembahasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa Inovasi 
Dukcapil Goes to School di sekolah-
sekolah di wilayah Kabupaten 
Bandung, yang ditargetkan untuk 
siswa dan siswi berusia 17 tahun ke 
atas, berhasil diimplementasikan 
dengan cukup baik. Kesuksesan ini 
dapat dilihat dari evaluasi terhadap 
lima atribut inovasi menurut teori 
Rogers, yaitu Keuntungan Relatif, 
Kesesuaian, Kerumitan, 
Kemungkinan Dicoba, dan 
Kemudahan Diamati, yang telah 
dilakukan oleh peneliti. 

Dari kelima atribut inovasi 
menurut Rogers tersebut 
menunjukan bahwa Inovasi 
Dukcapil Goes to School berjalan 
dengan baik dan lancar yang 
didukung oleh beberapa 
pertimbangan seperti dampak 
positif dalam keuntungan relative, 
keberlanutan dan kesesuaian 
program akan kebutuhan 
dimasyarakat, faktor penghambat 
yang bisa dikatakan tidak terlalu 
berpengaruh, adanya uji coba 

sebagai indikator kemungkinan 
dicoba pada program jemput bola 
dan kemudahan dalam diamati 
melalui sosialiasi dengan 
memanfaatkan media sosial yang 
baik. 
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